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BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH YANG BELUM

Menimbang

Mengingat

TERDAPAT PENYALUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

-

bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib untuk
menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar
Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa belum meratanya penyediaan dan pendistribusian Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak
Khusus Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan
pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis
Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan belum memiliki kemampuan
untuk membangun penyalur di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik indonesia;

bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Rabu tanggal 6
Mei 2015, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 18/BA-
Sid/BPH Migas/Kom/IV/2015 tanggal 6 Mei 2015 telah menyepakati
untuk menetapkan pengaturan mengenai Penyaluran Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penyaluran Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

4. Peraturan ...



Menetapkan :

10.

1.

12.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5308);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4996);

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002
tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16
Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1065),

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6
Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi (T1)
Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 842),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BADAN PENGATUR TENTANG PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH YANG BELUM TERDAPAT
PENYALUR

Babl...



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau
diolah dari Minyak Bumi.

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis
BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah
dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar
Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar
dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan
diberikan subsidi.

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya
disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar
yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah
dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan
bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu,
yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan
subsidi.

Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur adalah suatu daerah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terdapat
penyalur Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus
Penugasan dalam jarak dan radius tertentu dari daerah terdekat
yang terdapat Penyalur.

Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah
atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan
Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu
dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga
Umum yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui
Badan Pengatur untuk melaksanakan penyedlaan dan
pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu danlatau Jenis
Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen
pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus
Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan
BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang
ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya
berada.

Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna Jenis BBM
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga
Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

9. Badan ...



9. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya
disebut Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.

11. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya
meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. )

BAB I

PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN/ATAU
JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH YANG BELUM
TERDAPAT PENYALUR

Pasal 2

Peraturan ini disusun dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus
Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus
Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha kepada
Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan Konsumen
Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan atau melalui Penyalur
yang ditunjuknya;

(2) Dalam hal pada suatu daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk Sub

Penyalur.
BAB il
PENUNJUKAN SUB PENYALUR
Pasal 4

Penunjukkan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 5

(1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang
tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai penyedia dan/atau
pengelola Sub Penyalur di daerahnya setelah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat.

(2) Sub ...
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Sub Penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk
menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus
Penugasan dari Pemerintah Daerah, sarana penyalurannya wajib
memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang

akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur yang
ditetapkan oleh Badan Usaha.

Pasal 6

Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut: .

a.

Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub
Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau
unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja
dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000
(tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar
pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis
dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Memiliki 1zin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun
fasilitas Sub Penyalur.

Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur;secara umum
berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen
Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari
Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)’
terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah
diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 7

Penunjukan Sub Penyalur oleh Pemerintah Daerah ditetapkan setelah:

a.
b.

adanya usulan Kepala Desa setempat;

tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuotq
Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai
dengan kuota Nasional,

tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan
kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 8 ...



Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan mengenai penunjukan
Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5§ ayat (1) kepada
Badan Pengatur dengan tembusan kepada Badan Usaha.

(1

@)

©)

(1)

(2)

M

)

Pasal 9

Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis
BBM Khusus Penugasan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan
ditingkat Sub Penyalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik
serah Sub Penyalur.

Ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme musyawarah daerah
dan/atau penetapan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan
Pengatur dapat melakukan evaluasi dan dalam hal penunjukan
Pemerintah Daerah terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan  perundang-undangan, Badan Pengatur dapat
membatalkan penunjukan dimaksud sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pembatalan penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan oleh Badan Pengatur setelah melalui verifikasi data
dan/atau dalam hal dianggap perlu dapat dilakukan uji petik
lapangan. 3

BAB IV
PENETAPAN ALOKASI SUB PENYALUR

Pasal 11

Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus
Penugasan untuk Sub Penyalur ditetapkan Pemerintah Daerah
berdasarkan jumiah kebutuhan riil konsumen pengguna di wilayah
tersebut.

Alokasi volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus
Penugasan untuk Sub Penyalur yang ditetapkan Pemerintah
Daerah merupakan bagian dari kuota Kabupaten/Kota yang
ditetapkan Badan Pengatur.

BABYV ...



(1)

2

@3)

(4)

BABV
TANGGUNG JAWAB SUB PENYALUR

Pasal 12

Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada
konsumen pengguna yang terdaftar dalam data sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 6 huruf h, kecuali Jenis BBM Khusus
Penugasan. '

Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran
sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.

Sub Penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus
Penugasan.

Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Mutu dan jumiah volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus
Penugasan dari penyalur sampai di Sub Penyalur menjadi tanggung
jawab Sub Penyalur.

(1

@)

()

BAB VI
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan Sub Penyalur dilakukan oleh
Pemerintah Daerah setempat.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas pelaksanaan
pengawasan terhadap ketepatan penyaluran kepada konsumen
pengguna yang terdaftar dalam data sebagaimana dimaksudkan
pada Pasal 6 huruf h, setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

Badan Pengatur dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan ‘atau
uji lapangan terhadap keakuratan data yang dilaporkan Pemerintah
Daerah.

Pasal 15

Sub Penyalur yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 2015

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,

ttd
ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 763



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:

Direkrur Utama Badan Usaha Pemegang Jzin Usaha Niaga Migas
Untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BAHAN BAKAR MINYAK

di

Termpat

SURAT EDARAN
NOMOR : 0013.E/10/DJM.0/2017

v
\,

= ’ TENTANG

-

KETENTUAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PENYALUR

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 2 Peraturan
Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar
Minyak bahwa Penyalur melaksanakan penvaluran kepada pengguna skala kecil,
pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga yang menggunakan Bahan Bakar
Minyak sebagai Bahan Bakar (tidak untuk disalurkan/ dijual kembali),
sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

|. Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) yang melakukan
penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur, baik Penyalur Retail
(SPBU/SPBN), Penyalur Industri (Agen), maupun bentuk Penyalur lain, agar
melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak
yang dilakukan oleh Penyalur, dimana sesuai ketentuan peraturan perundang
-undangan, Penyalur hanya dapat melakukan penyaluran Bahan Bakar
Minyak kepada Pengguna Langsung (pengguna skala kecil, pelanggan kecil,
transportasi dan rumah tangga yang menggunakan Bahan Bakar Minyak

untuk bahan bakar (bukan untuk dijual kembali).

- et
P .



2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:

a. Penyalur Retail (SPBU) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak
kepada pengguna langsung dan tidak dapat menyalurkan Bahan Bakar
Minyak kepada Pengecer.

b. Penyalur tidak dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak atau menjual
Bahan Bakar Minyak kepada BU-PIUNU.

PRt R
LTI .

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

.37 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4 7 Pit~DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

N “ . Ego Syahrial
NIP. 19620701 199003 1002

Tembusan:

1.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2.Menteri Dalam Negeri B
3.Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4.Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.Kepala BPH Migas

6.Seluruh Gubernur Provinsi

7.Seluruh Bupati/Walikota




BUPATI MAROS

, : ~ Maros, 05 Oktober 2018
. 693 137/ opumdag Kepada
: 1 (satu) Exp. Yth. Para Camat se Kabupaten Maro
: Legaslitas Usaha Pertamini : masing-masing :

aro

: Sehubungan semakin banyaknya tempat penjualan baban bakar minyak
mirip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). tetapi dalam skala kecil atau

~ lebih dikenal déngan istilah “ PERTAMINI “ pada beberapa wilayah di Indonesia, -

khususnya pada 14 Kecamatan di Kabupaten Maros, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut: '

E 1. Berdasarkan Undang-Undang Np.22 Tahun 2017 tentang Minyak dan Gas Bumi

_ dijelaskan bahwa : o S ;
. a’ Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpéanan dan
.. niaga yang dilaksanakan oleh Badan Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi,
Usahs Kecil, dan Badan Usaha Swasta) setelah mendapatkan izin usaha dari
Pemerintah (paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang
diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan, dan syarat-syarat
teknis). .

b. Pada wilayah yang mengalami kelangkaan BBM dan pads daerah-daerah
terpencil, fesilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas
penunjangnya diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan
aspek teknis dan ekonomis;

¢. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi fidak dapat dilaksanakan pada
tempat umum, sarana dan prasarana umum, bangunan, rumah tinggal,
ataii pabrik beserta tanah pekarangan serkitarnya, kecuali dengan izin
dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang
berkaitan dengan hal tersebut. ‘ ’

d. Bila Pertamini digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin
usaha niaga dan Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan

. BBM tersebut adalah melanggar hukum, hal ini disampaikan oleh Kepala
BPH Migas kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan
Konsumen melalui surat dengan Nomor : 715/07Ka BPH/2015 tanggal 4
September 2015 perihal Tanggapan terhadap Legalitas Usaha Pertamini dan
Pendistribusian BBM untuk Pertamini.

2. BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada Daerah yang Belum

_ Terdapat Penyalur, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk .
dapat melakukan pemyaluran BBM, sarana penyalurannya wajib memenuhi
persyaratan teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan
perundang-undangan. _

.~ 3. Perlu kami sampaikan bahwa Pengawasan distribusi BBM tersebut menjadi

- wilayah Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat
~ Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
sedangkan pengawasan kegiatan sub penyalur menjadi wewenang Pemerintah

Jl. Jend. Sudirman Telp. (0411) 374374, Fax (6411) 371139
Kode Pos 90516 Email ; setda@maroskab.go.id
Website : ww.mapskab'.go.id




Tembusan Yth :

LPrLN-

Direktorat Metrologi telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap
1 (satu) unit Pompa Ukur yang digunakan pada Pertamini yang hasilnya
secara prinsip tidak memenuhi ketentuan yang berlaku .

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka penjualan BBM melalui
Pertamini tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, demikian
juga dengan alat ukur yang digunakan.

o

Selanjutnya kami minta Saudara agar :

a. Melakukan penertiban Pertamini diwilayah kerja saudara

b. Tidak merekomendasikan untuk melakukan Tera / Tera Ulang karena alat
ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrologi legal dan berpotensi
merugikan konsumen. "

¢. Melaksanakan pengawasan terpadu terhadap pertamini secara persuasif

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua DPRD Kab.Maros, di Maros;
Kapolres Maros, di Maros;

Kasatpol PP Kab.Maros, di Maros
Kepala BSML Reg. IV, di Gowa; V"~

Arsip.



DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jalan. M.l Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel.021-3451692, 3858171 Ext. 1225
Fax. 021-3858205

MINISTRY OF TRADE

Nomor : I ISPK/SD/10/2015 Jakarta, Z1 Oktober 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal . Legalitas Usaha Pertamini

Yth. 1. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perdagangan

2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan semakin banyaknya tempat penjualan Bahan Bakar
Minyak mirip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetapi dalam skala kecil
atau lebih dikenal dengan istilah Pertamini di beberapa wilayah di Indonesia, dengan
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
dijelaskan bahwa :

a. Kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan
niaga yang dilaksanakan oleh Badan Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha
Kecil, dan Badan Usaha Swasta) setelah mendapatkan izin usaha dari
Pemerintah (paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang
diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan, dan syarat-syarat
teknis).

b. Pada wilayah yang mengalami kelangkaan BBM dan pada daerah-daerah
terpencil, fasilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas
penunjangnya diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan
aspek teknis dan ekonomis.

c. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat
umum, sarana dan prasarana umum, bangunan, rumah tinggal, atau pabrik
beserta tanah perkarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi
Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan
dengan hal tersebut.

d. Bila Pertamini digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin usaha
niaga dari Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan BBM tersebut
adalah melanggar hukum, hal ini disampaikan oleh Kepala BPH Migas kepada
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui surat
dengan Nomor 715/07/Ka BPH/2015 tanggal 4 September 2015 perihal
Tanggapan terhadap Legalitas Usaha Pertamini dan Pendistribusian BBM
untuk Pertamini.



BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015
tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada Daerah yang Belum Terdapat
Penyalur (terlampir), dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk
dapat melakukan penyaluran BBM, sarana penyalurannya wajib memenuhi @
persyaratan teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Perlu kami sampaikan bahwa pengawasan distribusi BBM tersebut menjadi wilayah
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan
pengawasan kegiatan sub penyalur menjadi wewenang Pemerintah Daerah
setempat.

Direktorat Metrologi telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap 1 (satu)
unit Pompa Ukur yang digunakan pada Pertamini yang hasilnya secara prinsip
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.,

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penjualan BBM melalui
Pertamini tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, demikian juga

‘dengan alat ukur yang digunakan. Selanjutnya kami minta Saudara agar:

a. Menghimbau pemilik Pertamini untuk mengurus perijinan dan memenubhi
persyaratan sesuai dengan Peraturan BPH Migas dimaksud.

b’ Tidak menera/menera ulang Pertamini karena alat ukur tersebut tidak termasuk
lingkup metrologi legal dan berpotensi merugikan konsumen.

¢. Melaksanakan pengawasan terpadu terhadap Pertamini secara persuasif.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
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Menteri Perdagangan (sebagai laporan);

Sekjen Kementerian Perdagangan;

Irjen Kementerian Perdagangan;

Sesditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.



